SALINAN

KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR : 10/HM.02.3/3577/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR : 6/ HM.02.3-Kpt/3577 /KPU-Kot /111 /2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan sesuai
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor ; 561/HM.03.5-

Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masvarakat Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan . Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah
struktur Pembina, Ketua Pelaksana, serta staf
Pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Madiun Nomor : 6 /HM.023-
Kpt/3577/KPU-Kot/111/2021 tentang Badan
Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846),

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran



"

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

Peraturan Komisi Pemililhan Umum Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemililhan Umum Nomor 8
Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2018 tentang  Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
Peraturan Komisi Pemililhan Umum Nomor 8



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ([Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemililhan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIlI/202]1 Tentang Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 6 /HM.02.3-
KPT/3577/KPU-KOT/111/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN.
Menetapkan Perubahan Pembina, Ketua, Ketua Pelaksana
serta Pelaksana Badan Koordinasi Kehumasan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pembina Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua dan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
Ketua Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU adalah Sekretaris Komisi



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

.

Pemilihan Umum Kota Madiun.

Ketua Pelaksana sebagaimana dalam Diktum KESATU
terdiri atas :

1.

Kepala subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat
KPU Kota Madiun;

Kepala subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

Pelaksana sebagaimana dalam Diktum KESATU terdiri
atas :

x.

Staf pada subbagian Teknis Penvelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat
KPU Kota Madiun;

. Staf pada subbagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun.

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
bertugas :

1.

melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Hubungan Masvarakat Komisi Pemilihan Umum dan
Badan Koordinasi Hubungan Masyvarakat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengenai
penyebaran informasi serta sosialisasi program dan
kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
jajaran  instansi /lembaga dibawahnya, serta
pemangku kepetingan terkait di tingkat Kota Madiun;

merencanakan dan melaksanakan kegiatan
kehumasan;
menghimpun, mengelola, dan menyvalurkan

data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan
kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat
dan akurat kepada publik;

Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil
pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi
publik kepemiluan; dan

Menvampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan
tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
Madiun dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk
kemeudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan
Umum.
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KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal A/ Maret 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd
S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN




SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

PEMBINA

KETUA KPU KOTA MADIUN
S. WISNU WARDHANA

ANGGOTA KPU KOTA MADIUN
ROKHANI HIDAYAT
PITA ANJASARI
1ZZA KUSTIART!
HERDI WIJANARKO

KETUA |

SEKRETARIS KPU KOTA MADIUN
TITUS SAPTADI

KETUA PELAKSANA

KASUBBAG TEKNIS PEMILU & HUPMAS
DWI ARIFIANTO

Lampiran Keputusan KPU Kota Madiun
Nomor : /HM.02.3 /3577/2022

KETUA PELAKSANA

o
KASUBBAG HUKUM & SDM
NUR HANSAH

PELAKSANA

PELAKSANA PELAKSANA

SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU & HUPMAS
PRITA LIANA

SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU & HUPMAS

SUB BAGIAN HUKUM & SDM
KRISTINE CATUR TS

SUPARMIN

PELAKSANA

SUB BAGIAN HUKUM & SDM
BOBY KURNIAWAN
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